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GUBERNURGORONTALO,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
yang menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan
kepala daerah tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah daerah
dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah;

b. bahwa terhadap Lampiran Peraturan Gubemur Gorontalo
Nomor 39 Tahun 2014, perlu dilakukan perubahan disesuaikan
dengan ketentuan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubemur Gorontalo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubemur Gorontalo Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor OS, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

8. Peraturan Pemerlntah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerlntah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerlntah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelenggara Pemerlntah Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

10. Peraturan Pemerlntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerlntahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerlntahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah.

13. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerlntah Provinsi Gorontalo (Berita
Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 39).
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Menetapkan
MEMUTUSKAN:

PERUBAHANKEDUAATAS PERATURANGUBERNUR GORONTALO
NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

Pa,~a1I
Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita
Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 39), diubah sebagai
berlkut:

Ketentuan dalam Pasal 3 huruf b Lampiran 11.04 Kebijakan
Akuntansi Persediaan angka 6 diubah sehingga ketentuan dalam
Lampiran 11.04 berbunyi sebagai berlkut:
6. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Harga

Pembelian Terakhir.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berlta Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo' .
pada tanggal 25; •• :vemb,er 2016

PIt. GUBERNUR GORONT

ZUDANARIF FAKRULLOH

.••... _.

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal25 l{''YG1Ilb_e~' 2016
SEKRETARIS D~ PR NSI GORONTALO,

WINARNID. ONOARFA
BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALOTAHUN2016 NOMOR "
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